5.1

BAB V
PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai

pertimbangan hakim dalam memutus sengketa arisan online di pengadilan dan

terpenuhinya asas-asas perjanjian dalam persfektif hukum perdata sebagai
berikut :

1.

Hakim Pengadilan dalam memutus sengketa perdata arisan online, yang
kesepakatan perjanjian dalam arisan tersebut bersifat lisan yaitu bahwa
Perjanjian lisan arisan online dalam kasus ini bersifat perjanjian lisan
dengan saling percaya antara satu dengan yang lain dan akan menimbulkan
hak dan kewajiban di antara para pesertanya. Perjanjian ini akan mempunyai
kekuatan hukum apabila para pihak arisan tersebut telah sepakat dan
mengikatkan diri guna mengadakan suatu arisan dengan besaran nilai uang
atau barang tertentu untuk periode waktu tertentu, ini tentu sudah dikatakan
bahwa para peserta arisan tersebut pada dasarnya telah terjadi suatu
perjanjian. Di sisi lain, perjanjian lisan dalam hal ini juga tidak dapat
diterapkan dalam perjanjian atau perikatan yang telah ditetapkan atau
mengacu pada undang-undang yang dibuat dalam bentuk tertulis, maka
dalam hal ini perjanjian lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang
mengikat para pihak yang membuatnya dan sedangkan penyelesaian bila
terjadi wanprestasi adalah Pasal pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
Hubungan putusan-putusan Pengadilan yang memeriksa, mengadili sengketa
perdata tersebut dengan asas konsensualisme dalam pasal 1320 KUHPer yaitu
hubungan hukum dalam perjanjian arisan secara online dilakukan para pihak
tentunya harus mengacu pada aturan hukum atau ketentuan yang telah
disepakati banyak pihak dalam perjanjian, syarat sahnya perjanjian
sebagaimana yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata telah diatur mengenai
hak dan kewajiban para pihak. Asas konsensualisme merupakan kesepakatan
para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain,

sutau pernjanjian telah dianggap sah dan mengikat kedua belah setelah
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adanya kata sepakat. Pada umumnya suatu perjanjian yang dibuat di
masyarakat bersifat “konsensuil”, dalam artian perjanjian di anggap sah dan
mengikat apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari
perjanjian yang diperjanjikan dan Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam
Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi: “ Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.
Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para
pihak untuk:

5.2 SARAN
Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis merekomendasikan berupa

saran-saran sebagai berikut :

1. Terkait dengan aspek pembuktian dalam perjanjian lisan ada bukti email,
bukti hasil cetak screenshot dari chatting di facebook messenger merupakan
alat bukti yang sah sebagai alat bukti surat dan kalau diprint tentunya
memiliki kekuatan hukum dan bisa menjadi alat bukti tertulis dan dalam hal
ini tidak semua penyidik maupun hakim menerapkan hal tersebut sebagai
alat bukti. Di sisi lain, perjanjian secara lisan tentunya harus dilakukan oleh
para pihak yang membuat perjanjian/perikatan, mengingat para pihak yang
dimaksud tentunya harus mentaati atau mengikatu aturan yang tertera dalam
perjanjian, dan kewajiban itu lahir dari perjanjian itu sendiri yang
berkekuatan sebagai UU bagi para pihak yang membuatnya (rumusan Pasal
1338 KUHPerdata), sepanjang perjanjian itu dinyatakan sah sesuai dengan
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menjadi syarat sahnya perjanjian.

2. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan teknik informasi
yang semakin cepat saat ini, diharapkan peran Pemerintah untuk segera
mengakui bahwa bukti elektronik bisa diakui dan dijadikan sebagai alat
bukti di persidangan. Jaksa sebagai pihak yang punya kewajiban
membuktikan dakwaan di pengadilan maka bukti elektronik dijadikan
sebagai petunjuk untuk menunjang bukti lainnya. Dan dalam hubungannya
dengan media yang digunakan dalam perjanjian lisan arisan online yang
menggunakan sarana media sosial seperti facebook messangger dan

blackberry messangger.
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